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The principle of proportionality is one of the important principles in civil law which is 
oriented to the provision of equality and equality of position in legal relations. In 
various civil law actions, the principle of proportionality becomes important, especially 
in enforcing substantive justice for the parties. This study aims to explore the meaning 
of the principle of proportionality in civil law while at the same time confirming the 
legal implications of the principle of proportionality in default cases to realize 
substantive justice. This research is a normative legal research. The primary legal 
materials in this study include: the Civil Code. Secondary legal materials include: 
books, research and study results, as well as journal articles related to default, 
substantive justice, and the principle of proportionality. Non-legal materials include 
language dictionaries and legal dictionaries. The results of the study confirm that the 
principle of proportionality in civil law means an effort to ensure proper, proper, and 
proportional or comparable legal relations. In addition, the principle of proportionality 
in civil law also has an "ideological mission" which is to seek legal relations between 
the parties in accordance with the ideals of Indonesian law. The implication of the 
principle of proportionality in default to realize substantive justice can be seen in a 
mutually supportive relationship, namely the principle of proportionality which has 
implications for the fulfillment of substantive justice for the parties. 
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Asas proporsionalitas merupakan salah satu asas penting dalam hukum perdata yang 
berorientasi pada pemberian kesejajaran dan kesederajatan kedudukan dalam 
hubungan hukum. Dalam berbagai perbuatan hukum perdata, asas proporsionalitas 
menjadi hal penting khususnya dalam menegakkan keadilan susbtantif bagi para pihak. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna dari asas proporsionalitas dalam 
hukum perdata sekaligus meneguhkan implikasi hukum asas proporsionalitas dalam 
perkara wanprestasi untuk mewujudkan keadilan susbtantif. Penelitian ini merupakan 
penelitian hukum normatif.  Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: 
KUHPerdata. Bahan hukum sekunder meliputi: buku, hasil penelitian dan pengkajian, 
serta artikel jurnal yang berkaitan dengan wanprestasi, keadilan susbtantif, dan asas 
proporsionalitas. Bahan non-hukum meliputi kamus bahasa dan kamus hukum. Hasil 
penelitian menegaskan bahwa asas proporsionalitas dalam hukum perdata bermakna 
upaya menjamin hubungan hukum yang patut, layak, serta proporsional atau 
sebanding. Selain itu, asas proporsionalitas dalam hukum perdata juga memiliki “misi 
ideologis” yaitu mengupayakan hubungan hukum para pihak sesuai dengan cita hukum 
Indonesia. Implikasi asas proporsionalitas dalam wanprestasi untuk mewujudkan 
keadilan substantif dapat dilihat dalam relasi yang saling mendukung yaitu asas 
proporsionalitas berimplikasi pada terpenuhinya keadilan susbtantif bagi para pihak. 
 

I. PENDAHULUAN 
Hukum perdata merupakan bidang hukum 

yang berkaitan dengan aspek privat. Aspek privat 
merupakan hubungan yang bersifat personal 
antara individu dengan individu. Dalam hal ini, 
kepentingan masing-masing individu menjadi hal 
penting dalam hukum perdata. Karena itu, 
hukum perdata ditempatkan sebagai hukum 
yang membingkai berbagai kepentingan privat 
dalam hubungan hukum yang terjadi di masya-

rakat. Hukum perdata yang memiliki fungsi 
utama untuk melindungi kepentingan individu 
atau personal menjadi hal penting dalam kajian 
hukum perdata. Dalam melindungi berbagai 
kepentingan individu, hukum perdata memiliki 
orientasi untuk membingkai berbagai kegiatan 
keperdataan dalam suatu bentuk hukum 
tertentu. Dalam hal ini, hukum perdata memiliki 
karakter untuk mengantisipasi potensi kerugian 
masing-masing pribadi dalam hubungan hukum 

mailto:lilik.prihatin@unmer.ac.id


http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id 

JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) (eISSN: 2614-8854) 
Volume 6, Nomor 1, Januari 2023 (186-194) 

 

187 

 

yang bersifat keperdataan. Hal ini tak terkecuali 
dalam praktik perjanjian atau kontrak sebagai 
bagian dari bidang hukum perdata. 

Perjanjian sejatinya merupakan bidang hukum 
perdata yang sering dilakukan oleh setiap 
manusia, khususnya berkaitan dengan upaya 
ekonomi dan bisnis untuk mendapatkan ke-
untungan dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini 
menegaskan perjanjian merupakan salah satu 
aspek hukum keperdataan yang penting untuk 
dipahami setiap orang, karena hampir setiap 
transaksi atau hubungan hukum yang bersifat 
keperdataan terdapat orientasi untuk dilakukan 
suatu perjanjian. Perjanjian dalam hal ini 
dimaknai sebagai bertemunya dua pihak atau 
lebih yang menyepakati terpenuhinya sesuatu. 
Dalam hal ini, kata kunci dari perjanjian adalah 
adanya kesepakatan dari para pihak. Kesepaka-
tan menjadi aspek penting dalam perjanjian 
karena kesepakatan ini lah yang oleh hukum 
perdata dibingkai dalam bentuk dokumen hukum 
yang lazim disebut draft perjanjian atau draft 
kontrak. Sebagai aspek utama dalam hukum 
perjanjian, maka kesepakatan menjadi salah satu 
aspek penting untuk menilai sah atau tidaknya 
suatu perjanjian. Bahkan, salah satu asas dalam 
hukum perdata yaitu asas pacta sunt servanda 
yang pada esensinya menekankan bahwa suatu 
perjanjian itu harus ditepati dan dilaksanakan 
oleh para pihak. Ditepatinya suatu perjanjian 
menjadi aspek penting dalam perjanjian dan 
meski demikian, tidak jarang terdapat bentuk 
tidak terpenuhinya perjanjian secara optimal. 
Tidak terpenuhinya kesepakatan dalam per-
janjian ini lah yang disebut wanprestasi. Secara 
sederhana wanprestasi diistilahkan sebagai 
ingkar janji yang bermakna bahwa tidak ter-
penuhinya janji yang tertuang dalam perjanjian. 
Wanprestasi dalam hal ini juga merupakan 
bentuk pengingkaran terhadap asas pacta sunt 
servanda. 

Wanprestasi sejatinya merupakan upaya 
pemulihan dan pertanggungjawaban hukum 
dalam konteks keperdataan kepada pihak yang 
dirugikan oleh adanya suatu perjanjian. Dalam 
hal ini, untuk mendalilkan suatu adanya 
wanprestasi perlu adanya suatu perjanjian. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggali sekaligus 
memahami implikasi asas proporsionalitas 
dalam wanprestasi untuk memberikan aspek 
keadilan berkontrak dalam perjanjian. Penelitian 
mengenai wanprestasi sejatinya pernah di-
lakukan oleh Erna Purnawati (2020) tentang 
Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim 
Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi 

Di Pengadilan Negeri Selong yang berfokus pada 
praktik penerapan gugatan sederhana (small 
claim court) dalam penyelesaian perkara 
wanprestasi. Selanjutnya, penelitian yang dilaku-
kan oleh Novita Alfiani (2021) tentang Penerapan 
Pengecualian Kerugian Konsekuensial Dalam 
Kasus Wanprestasi Perjanjian Pengurusan Trans-
portasi: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 1106 K/Pdt/2016 yang berfokus pada 
aspek pengecualian kerugian konsekuensial 
dalam kasus wanprestasi perjanjian pengurusan 
transportasi. Lebih lanjut, penelitian yang dilaku-
kan oleh Yudha Andrianto dan Dwi Sisbiantoro 
(2022) tentang Upaya Hukum Terhadap Kon-
sumen Perumahan Atas Wanprestasi Yang 
Dilakukan Oleh Developer (PT. Anugerah Agung 
Pratama) berfokus pada upaya hukum konkret 
seperti apa yang dijalankan dalam kasus 
wanprestasi yang dilakukan oleh developer (PT. 
Anugerah Agung Pratama). Berdasarkan ketiga 
penelitian sebelumnya tersebut, penelitian yang 
penulis lakukan merupakan penelitian yang 
orisinal karena pembahasannya mengenai 
wanprestasi dalam konteks asas proporsionalitas 
belum dibahas dalam ketiga penelitian sebelum-
nya. 

 

II. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif merupakan 
penelitian dengan karakter “khas” ilmu hukum 
yang berfokus pada konsep, asas, teori, serta 
doktrin hukum untuk secara koheren dikaitkan 
dengan peraturan maupun praktik hukum yang 
ada. Bahan hukum primer dalam penelitian ini 
meliputi: KUHPerdata. Bahan hukum sekunder 
meliputi: buku, hasil penelitian dan pengkajian, 
serta artikel jurnal yang berkaitan dengan 
wanprestasi, keadilan substantif, dan asas 
proporsionalitas. Bahan non-hukum meliputi 
kamus bahasa dan kamus hukum. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Asas Proporsionalitas dalam Hukum Perdata: 
Makna dan Idealita 

Asas proporsionalitas merupakan salah 
satu asas penting dalam hukum perdata, 
khususnya dalam aspek hukum perjanjian. 
Asas proporsionalitas menjadi salah satu asas 
terpenting dalam hukum perdata selain asas 
kebebasan berkontrak, asas pacta sunt 
servanda, maupun berbagai asas lainnya. 
Meski begitu, suatu pemahaman bahwa kajian 
mengenai asas proporsionalitas tidaklah 
sebanyak jika dibandingkan dengan kajian 
asas kebebasan berkontrak dalam hukum 
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perdata. Hal ini dapat dipahami karena 
perjanjian dianggap sebagai aspek “privat” 
yang mengedepankan supremasi kepentingan 
individu. Oleh karena itu, kajian mengenai 
hukum perdata khususnya hukum kontrak 
juga berfokus pada asas-asas hukum perdata 
yang melindungi aspek hukum di bidang 
privat/individu seperti asas kebebasan ber-
kontrak maupun asas pacta sunt servanda.  

Asas proporsionalitas sejatinya hadir untuk 
mendobrak pemahaman sempit hukum 
perdata dan hukum perjanjian pada umumnya 
yang selalu mendengungkan kebebasan 
berkontrak sebagai “jantung” dari hukum 
perdata. Pemahaman bahwa hukum perdata 
mengedepankan kepentingan individu melalui 
asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dari 
diterapkannya asas konkordansi pada 
Burgerlijk Wetboek yang berlaku di Belanda 
dan jajahannya (termasuk Hindia Belanda) 
untuk kemudian diterapkan pasca Indonesia 
merdeka dengan nama Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan 
asas konkordansi tersebut, maka KUHPerdata 
sebagai transplantasi dari Burgerlijk Wetboek 
diterapkan di Indonesia. Implikasi dari 
diterapkannya Burgerlijk Wetboek menjadi 
KUHPerdata di Indonesia adalah berkembang-
nya pemikiran dan filsafat hukum yang 
berkaitan dengan Burgerlijk Wetboek di 
Belanda yang juga ikut untuk mempengaruhi 
pemahaman hukum di Indonesia. Burgerlijk 
Wetboek di Belanda yang kemudian ditrans-
plantasi menjadi KUHPerdata di Indonesia 
sejatinya menganut paradigma dan filsafat 
hukum yang mengedepankan kebebasan dan 
kepentingan individu (pribadi) menjadi hal 
yang utama. Hal ini dapat dilihat dari per-
kembangan paham liberalisme serta gagasan 
positivisme hukum yang pada saat Burgerlijk 
Wetboek di Belanda dirumuskan benar-benar 
berpengaruh terhadap substansi Burgerlijk 
Wetboek di Belanda yang kemudian ditrans-
plantasi menjadi KUHPerdata di Indonesia. 
Hal ini berarti KUHPerdata di Indonesia juga 
memiliki dasar ideologis berupa liberalisme 
dan dipengaruhi oleh gagasan positivism. Jika 
mengacu pada kondisi dan situasi di Belanda 
sebagai negara di Eropa Barat, maka pengaruh 
liberalisme dan positivisme jelas sesuai dan 
relevan dengan kondisi dan watak bangsa 
Belanda yang hidup di daratan Eropa. Hal ini 
menunjukkan bahwa watak suatu bangsa 
menempati aspek terpenting dalam pem-
bentukan hukum.  

Meski Burgerlijk Wetboek di Belanda sesuai 
dan relevan dengan kondisi, kultur, serta 
tradisi masyarakat Belanda, namun hal itu 
belum tentu relevan diterapkan di negara lain, 
khususnya di Indonesia. Di Indonesia juga 
karakter liberalisme dan positivism hukum 
jelas tidak sesuai dengan cita hukum 
Indonesia. Cita hukum Indonesia sejatinya 
berdasarkan pada nilai-nilai luhur yang ber-
asal dari nilai komunal yang berupa adat dan 
kebiasaan, nilai religi yang berdasarkan pada 
ajaran agama yang dianut oleh masyarakat, 
serta pada aspek kesantunan dan kepatutan 
yang berkembang. Dalam hal ini, liberalisme 
yang menjadi ‘spirit” dalam KUHPerdata di 
Indonesia sejatinya telah tertolak dengan 
karakter cita hukum Indonesia sebagaimana 
ditegaskan sebelumnya. Cita hukum Indonesia 
yang kemudian disebut dengan cita hukum 
Pancasila menempatkan nilai kebebasan 
individu sebagai bagian dari nilai komuna-
listik masyarakat Indonesia. Hal ini berarti, 
supremasi kepentingan individu yang men-
dapat perhatian khusus dalam KUHPerdata 
sejatinya tidak tepat diterapkan di Indonesia. 
Dalam hal ini, sekalipun KUHPerdata diterap-
kan di Indonesia, perlu adanya perubahan 
spirit dan paradigma hukum keindonesiaan 
supaya KUHPerdata benar-benar bercita 
hukum Indonesia. Selanjutnya, dari aspek 
positivisme hukum yang tercantum dalam 
KUHPerdata juga tidak relevan dengan 
kepribadian hukum bangsa Indonesia. Hal ini 
karena kepribadian hukum bangsa Indonesia 
lebih menekankan sikap moral yang ber-
dasarkan pada norma yang tidak tertulis di 
masyarakat. Hal ini tentu berbeda dengan 
positivisme hukum yang menekankan pada 
penuangan hukum secara tertulis sebagai 
bentuk kepastian hukum. 

Melihat aspek liberalisme dan positivisme 
hukum yang berpengaruh besar pada pe-
nyusunan Burgerlijk Wetboek di Belanda 
sebagai cikal bakal KUHPerdata Indonesia, 
maka jika KUHPerdata dilaksanakan secara 
latterlijk dan berfokus pada aspek otentik dan 
teleologis dalam pembentukannya, maka 
KUHPerdata justru akan dapat menjauhkan 
masyarakat Indonesia dari nilai keadilan. Hal 
ini didasarkan pada pandangan bahwa 
ketidaksesuaian antara karakter dan ke-
pribadian hukum masyarakat Indonesia 
dengan substansi maupun spirit dalam 
KUHPerdata dapat menjadi kendala dalam 
penerapannya. Meski begitu, hal ini menjadi 
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hal yang berbeda ketika KUHPerdata 
dijalankan dengan spirit keindonesiaan serta 
dengan memberdayakan paradigma hukum 
yang berkembang di Indonesia. Pada praktik-
nya di Indonesia, KUHPerdata di Indonesia 
baik spirit maupun substansi juga masih 
mengedepankan pendekatan yang positivistik 
dan formalistik. Hal ini dapat dilihat dari 
dominasi asas-asas hukum yang bertendensi 
kepentingan individu dalam hukum perdata 
seperti asas asas kebebasan berkontrak, asas 
pacta sunt servanda, asas konsensual, maupun 
asas individualitas. Dalam hal ini, KUHPerdata 
dalam praktiknya seolah ingin memaksakan 
cita hukum Belanda yang liberalistik 
positivistik ke dalam cita hukum Indonesia. 
Dalam konteks ini, maka kehadiran asas pro-
porsionalitas menemui relevansinya karena 
asas proporsionalitas menekankan upaya 
keseimbangan yang mana aspek individualitas 
dalam hukum perdata harus diseimbangkan 
dengan kepentingan umum atau kepentingan 
komunal dalam masyarakat. Hal ini menegas-
kan bahwa asas proporsionalitas hadir 
sebagai upaya untuk menata asas-asas hukum 
perdata yang identik dengan spirit indi-
vidualisme khas Belanda untuk dapat 
diarahkan lebih mengedepankan cita hukum 
Indonesia. 

Asas proporsionalitas sejatinya hadir 
sebagai penengah sekaligus pengarah ber-
bagai asas serta substansi dalam hukum 
perdata untuk dapat disesuaikan dengan cita 
keadilan di masyarakat. Secara kebahasaan, 
‘proporsionalitas’ atau proporsional memiliki 
arti seimbang dan sebanding. Dalam konteks 
hukum perdata, asas proporsional menjadi 
landasan terkait dengan pertukaran hak dan 
kewajiban para pihak. Pertukaran hak dan 
kewajiban dari para pihak tersebut dilihat, 
dianalisis, serta direfleksi berdasarkan asas 
proporsionalitas untuk secara tepat, patut, 
dan relevan ditentukan proporsi yang 
seyogyanya didapat oleh para pihak. Dalam 
konteks ini, asas proporsionalitas tidak hanya 
terbelenggu oleh aspek matematis yang 
bersifat kuantitatif. Akan tetapi, asas pro-
porsionalitas juga melihat aspek kualitatif 
suatu hubungan hukum sehingga dapat 
menentukan pertukaran hak dan kewajiban 
secara layak, patut, serta dapat diterima oleh 
semua pihak.  Kunci utama dalam memahami 
asas proporsionalitas yaitu besarnya beban 
yang diterima oleh pihak dalam hubungan 
hukum perdata, maka semakin besar ke-

sempatan untuk mendapatkan bagian dalam 
hubungan kontraktual. Dalam pandangan 
sederhana, semakin besar suatu kewajiban 
dari suatu pihak, maka semakin besar pula 
yang didapat.  Dalam pandangan Agus Yudha 
Hernoko salah satu upaya untuk menemukan 
hakikat asas proporsionalitas dalam hukum 
perdata, khususnya hubungan hukum kon-
traktual adalah melihat beberapa aspek di 
bawah ini, yaitu: 
a) Asas proporsionalitas menekankan hak, 

peluang dan kesempatan yang sama pada 
para pihak. Kesamaan di sini adalah ke-
samaan kedudukan dan hak (equitability) 
yang berkaitan dengan hubungan hukum; 

b) Asas proporsionalitas menekankan bahwa 
apa yang adil adalah apa yang secara 
substansi telah disepakati oleh para pihak 
secara bebas tanpa ada paksaan atau 
ancaman dari pihak manapun. Hal ini juga 
harus dilihat dari situasi dan kondisi 
dilakukannya kesepakatan tersebut; 

c) Asas proporsionalitas menekankan pada 
aspek jaminan terkait pelaksanaan hak 
secara konsisten dan persisten serta 
disertai jaminan distribusi kewajiban 
secara patut dan layak dalam hubungan 
hukum yang dilakukan oleh para pihak. 
 

Dari ketiga aspek di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa asas proporsionalitas 
menekankan pada persamaan hak, peluang 
dan kesempatan yang sama dari para pihak, 
kebebasan secara sukarela dalam hubungan 
hukum para pihak untuk menyepakati hal-hal 
tertentu yang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan, kepatutan, 
serta kesusilaan, dan penekanan terkait 
dengan konsistensi pelaksanaan hak serta 
distribusi yang layak dan patut terkait dengan 
hubungan hukum dari para pihak. Terkait 
dengan wanprestasi dalam hukum perdata, 
maka asas proporsionalitas menjadi aspek 
penting untuk dapat menghadirkan hubungan 
hukum yang proporsional dalam perkara 
wanprestasi. Dalam Pasal 1238 KUHPerdata, 
ditegaskan bahwa wanprestasi adalah kondisi 
di mana seorang debitur lalai dalam 
menjalankan prestasi. Dalam konteks ini, 
prestasi dipahami sebagai janji atau berbagai 
hal yang disepakati dalam perjanjian. Dengan 
demikian, secara sederhana wanprestasi 
dapat diartikan sebagai “ingkar janji”. Lebih 
lanjut mengenai jenis-jenis wanprestasi, Pasal 
1338 KUHPerdata menegaskan bahwa 
wanprestasi terdiri dari: (i) prestasi tidak 
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dilaksanakan sama sekali (tidak ada prestasi 
yang dilakukan/dikerjakan), (ii) prestasi di-
laksanakan tetapi tidak tepat waktu (sesuai 
waktu yang ditentukan), (iii) prestasi 
dilaksanakan atau dikerjakan tetapi tidak 
optimal dan maksimal (tidak sesuai dengan 
yang diperjanjikan), serta (iv) debitur 
diwajibkan dalam melaksanakan hal yang 
seyogyanya tidak boleh dilakukan menurut 
peraturan perundang-undangan, kepatutan, 
maupun kesusilaan. Dari keempat jenis 
wanprestasi tersebut, sejatinya pemahaman 
sekaligus penerapan terkait asas propor-
sionalitas penting untuk dilakukan.  

Dalam perkara wanprestasi, penerapan 
asas proporsionalitas penting untuk menjadi 
fokus kajian karena wanprestasi berkaitan 
dengan hak dan kewajiban para pihak 
sekaligus ganti kerugian atas kewajiban yang 
tidak dijalankan oleh salah satu pihak. Oleh 
karena itu, upaya untuk melihat dan 
menganalisis hak dan kewajiban dari para 
pihak dalam perkara wanprestasi penting 
untuk menjadikan asas proporsionalitas 
sebagai indikator bahkan sebagai pemandu 
penentuan hak dan kewajiban para pihak 
secara proporsional. Berdasarkan uraian di 
atas, asas proporsionalitas dalam hukum 
perdata bermakna upaya menjamin hubungan 
hukum yang patut, layak, serta proporsional 
atau sebanding. Selain itu, asas propor-
sionalitas dalam hukum perdata juga memiliki 
“misi ideologis” yaitu mengupayakan 
hubungan hukum para pihak sesuai dengan 
cita hukum Indonesia. Dalam hal ini, asas 
proporsionalitas menjadi asas penengah 
sekaligus asas penuntun dari berbagai asas-
asas hukum perdata lainnya yang berorientasi 
pada kebebasan individu dan liberalisme.  

 
2. Implikasi Asas Proporsionalitas dalam 

Wanprestasi Untuk Mewujudkan Keadilan 
Substantif 

Wanprestasi sejatinya merupakan kondisi 
di mana tidak dilaksanakannya suatu ke-
wajiban hukum yang berdampak pada 
pemenuhan salah satu pihak saja. Dalam 
memahami wanprestasi, maka salah satu 
unsur penting dari wanprestasi adalah adanya 
perjanjian atau secara spesifik adanya draft 
perjanjian/kontrak. Tidak adanya perjanjian 
tidak dengan sendirinya dapat disebut adanya 
wanprestasi. Dengan demikian, wanprestasi 
adalah kondisi di mana adanya suatu per-
janjian yang tidak dipenuhi yang berdampak 

pada pemenuhan hak salah satu pihak. Karena 
berkaitan dengan relasi serta pemenuhan hak, 
maka asas proporsionalitas menjadi penting 
untuk dijadikan pemandu, penuntun, se-
kaligus rujukan dalam perkara wanprestasi. 
Salah satu aspek penting dalam melihat 
pentingnya asas proporsionalitas adalah 
terkait keseimbangan kedudukan dari para 
pihak. Agus Yudha Hernoko berpandangan 
bahwa, fokus utama asas proporsionalitas 
adalah melihat sekaligus menguji ke-
seimbangan kedudukan dari para pihak. 
Dalam konteks wanprestasi, hal ini dapat 
dipahami bahwa jika pihak yang secara 
ekonomis lebih tinggi ekonominya dan 
melakukan wanprestasi, maka pihak dengan 
ekonomi rendah tentu akan segan dalam 
melakukan gugatan wanprestasi. Selain segan, 
ketimpangan kedudukan secara ekonomis 
juga berdampak pada upaya dan akses dalam 
melakukan gugatan wanprestasi. Dalam hal 
ini, pihak yang secara ekonomi lebih rendah, 
tentu memiliki akses yang rendah dalam 
mengumpulkan berbagai alat bukti untuk 
melakukan gugatan wanprestasi terhadap 
pihak yang lebih rendah. Dalam konteks ini 
lah maka sejatinya asas proporsionalitas 
menemukan relevansinya dalam perkara 
wanprestasi. 

Wanprestasi secara substantif juga meliputi 
beberapa jenis mulai dari prestasi yang tidak 
dilaksanakan, prestasi yang terlambat 
(melampaui jangka waktu), hingga prestasi 
yang tidak sesuai atau tidak optimal sejatinya 
juga memerlukan pendekatan dan orientasi 
dengan menggunakan asas proporsionalitas. 
Dilihat dari berbagai jenis wanprestasi di atas, 
maka wanprestasi diidentikkan sebagai ganti 
rugi yang sifatnya materil dan selalu di-
identikkan dengan rumusan logika formal-
matematis. Padahal, ganti rugi materil 
orientasi perhitungannya tidak harus selalu 
matematis, tetapi juga dapat mengedepankan 
pendekatan kualitatif kontekstual yang 
menilai secara kualitatif dari berbagai aspek 
dalam satu kasus kemudian melihat dimensi 
pertukaran hak serta kewajiban untuk 
kemudian menentukan ganti rugi dalam 
perkara wanprestasi. Dalam konteks ini, maka 
asas proporsionalitas dapat dijadikan standar 
untuk menilai jumlah ganti kerugian yang 
harus dibayarkan dalam perkara wanprestasi. 
Asas proporsionalitas dalam konteks 
wanprestasi harus dipahami sebagaimana 
pemahaman dari Beauchamp, Bowie, maupun 



http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id 

JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) (eISSN: 2614-8854) 
Volume 6, Nomor 1, Januari 2023 (186-194) 

 

191 

 

John Rawls tentang yang menempatkan 
keadilan sebagai fairness atau sebagai hubu-
ngan hukum yang layak dengan didasarkan 
pada rasionalitas. Lebih lanjut, P.S. Atijah 
menegaskan bahwa dalam konteks hubungan 
keperdataa, proportion in what they want atau 
proporsionalitas sesuai dengan kehendak para 
pihak menjadi hal penting untuk terus 
ditegakkan. Hal ini sejalan dengan pandangan 
Lyons bahwa dalam relasi hukum keperdataan 
maupun bisnis, adanya perbedaan pendapat, 
tawar menawar, serta berbagai bentuk 
negosiasi merupakan hal yang niscaya. Hal ini 
sejatinya menegaskan bahwa dalam konteks 
wanprestasi asas proporsionalitas berupaya 
menegakkan pertukaran hak dan kewajiban 
secara patut dan layak begitu juga per-
tanggungjawaban atas wanprestasi yang 
harus dijalankan secara patut dan wajar. 

Asas proporsionalitas dalam wanprestasi 
juga sejatinya untuk menggali esensi keadilan 
substantif dalam hubungan keperdataan. 
Keadilan substantif sering dipahami sebagai 
kajian hukum publik bahkan diidentikkan 
dengan perkara konstitusionalitas Undang-
Undang di Mahkamah Konstitusi misalnya. 
Padahal, keadilan susbtantif adalah orientasi 
cara berhukum yang mengedepankan sub-
stansi serta esensi hukum dengan menggali 
asas, teori, konsep, serta doktrin yang 
terdapat dalam hukum untuk mencerahkan 
suatu maksud aturan hukum maupun draft 
perjanjian atau kontrak. Dalam konteks ini, 
keadilan substantif harus dimaknai secara 
luas yang tidak hanya menyangkut khasanah 
hukum publik, tetapi juga menyangkut aspek 
hukum privat atau hukum keperdataan. Salah 
satu orientasi penting keadilan susbtantif 
yang berkaitan dengan asas proporsionalitas 
adalah keadilan susbtantif tidak berhenti 
untuk mengeja dan sekadar menaati hukum 
formal yang sedang berjalan. Keadilan 
susbtantif bergerak dan berjalan dengan 
menggali makna serta orientasi cita hukum 
bangsa melalui berbagai upaya hukum yang 
dilakukan. Keadilan susbtantif dalam konteks 
asas proporsionalitas dimaknai sebagai upaya 
untuk mewujudkan gugatan wanprestasi 
dalam hukum perjanjian secara fair, termasuk 
upaya yang fair untuk menentukan ganti 
kerugian dalam wanprestasi. Dalam me-
nentukan kerugian akibat wanprestasi, asas 
proporsionalitas dengan berorientasi pada 
keadilan substantif berupaya untuk tidak 
semata-mata mendasarkan kerugian akibat 

wanprestasi dengan relasi yang bersifat 
matematis saja. Perhitungan secara kualitatif 
diperlukan terutama dengan melihat hak dan 
kewajiban dari para pihak. Beban dari hak dan 
kewajiban para pihak menjadi objek analisis 
dari asas proporsionalitas. Oleh karena itu, 
asas proporsionalitas tidak berhenti pada 
pemahaman bahwa kerangka formal, tekstual, 
dan matematis saja. Asas proporsionalitas 
berupaya menegakkan bahwa keadilan tidak 
harus sama rasa, sama rata, tetapi berorien-
tasi pada persamaan rasa yang mengantarkan 
pada kebahagiaan bagi para pihak. 

Karakkteristik keadilan susbtantif adalah 
pemahaman secara mendalam atas konteks 
social kemasyarakatan terhadap suatu 
fenomena hukum. Hal ini menegaskan, 
perkembangan sosial harus menjadi aspek 
penting bagi asas proporsionalitas untuk 
menilai tingkat pemahaman atas konteks 
sosial dalam suatu perbuatan dan hubungan 
hukum. Dalam konteks wanprestasi, hal ini 
dapat dilihat dengan menggunakan optik asas 
proporsionalitas. Hal ini misalnya saja, 
kerugian akibat wanprestasi adalah kerugian 
yang ditaksir dengan harga BBM sekitar 
sekian ratus ribu atau juta rupiah. Akan tetapi, 
adanya kenaikan BBM tentu membuat 
kerugian akibat wanprestasi yang berkaitan 
dengan bahan bakar harus dinaikkan sesuai 
dengan adanya fenomena kenaikan BBM. Hal 
ini seolah-olah memang menimbulkan ke-
tidakadilan, karena harga yang disepakati 
dalam perjanjian adalah harga BBM sebelum 
naik. Akan tetapi, jika mengacu pada asas 
proporsionalitas, maka pemahaman tersebut 
harus dilihat secara komprehensif tentu 
dengan melihat harga kenaikan BBM sehingga 
dapat memberikan ganti kerugian secara 
patut kepada pihak yang dirugikan dalam 
wanprestasi. Dalam konteks ini, keadilan 
substantif yang menekankan asas propor-
sionalitas dalam perkara wanprestasi tidak 
hanya sekadar berupaya untuk menjadikan 
wanprestasi sebagai upaya untuk mendapat-
kan ganti kerugian. Wanprestasi harus 
dimaknai sebagai upaya hukum untuk 
mendapatkan ganti kerugian secara patut, 
layak, dan fair dengan mengedepankan asas 
proporsionalitas yang mengedepankan ke-
adilan substantif. 

Berdasarkan uraian di atas, implikasi asas 
proporsionalitas dalam wanprestasi untuk 
mewujudkan keadilan substantif dapat dilihat 
dalam relasi sebagai berikut, yaitu: Pertama, 
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keadilan susbtantif harus menjadi tujuan 
pemuliaan terhadap hukum yang digali 
melalui asas proporsionalitas. Dalam konteks 
wanprestasi, asas proporsionalitas harus 
dijadikan pedoman dan panduan dalam 
mengajukan upaya hukum terkait wanprestasi 
untuk mendapatkan ganti kerugian secara 
layak dan patut. Kedua, keadilan susbtantif 
yang diterapkan melalui asas proporsionalitas 
harus melihat secara luas pertukaran hak dan 
kewajiban dari para pihak untuk menentukan 
jumlah kerugian yang dialami oleh salah satu 
pihak. Hal ini untuk menegaskan bahwa asas 
proporsionalitas tidak hanya melihat aspek 
formal-kuantitatif-matematis, tetapi juga me-
lihat aspek kualitatif-susbtantif yang lebih 
presisi dan mendalam. Ketiga, keadilan 
susbtantif yang diterapkan melalui asas 
proporsionalitas harus menjadi sarana dan 
upaya untuk menggali aspek kontekstual 
dalam suatu perbuatan hukum termasuk juga 
melihat keseimbangan kedudukan hukum 
yang seimbang bagi para pihak, khususnya 
dalam mengajukan gugatan wanprestasi. 

 
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 
Asas proporsionalitas dalam hukum per-

data bermakna upaya menjamin hubungan 
hukum yang patut, layak, serta proporsional 
atau sebanding. Selain itu, asas propor-
sionalitas dalam hukum perdata juga memiliki 
“misi ideologis” yaitu juga mengupayakan 
hubungan hukum para pihak sesuai dengan 
cita hukum Indonesia. Dalam hal ini, asas 
proporsionalitas menjadi asas penengah 
sekaligus asas penuntun dari berbagai asas-
asas hukum perdata lainnya yang berorientasi 
pada kebebasan individu dan liberalisme. 
Implikasi asas proporsionalitas dalam wan-
prestasi untuk mewujudkan keadilan 
substantif dapat dilihat dalam relasi sebagai 
berikut, yaitu: Pertama, keadilan susbtantif 
harus menjadi tujuan pemuliaan terhadap 
hukum yang digali melalui asas propor-
sionalitas. Dalam konteks wanprestasi, asas 
proporsionalitas harus dijadikan pedoman 
dan panduan dalam mengajukan upaya 
hukum terkait wanprestasi untuk men-
dapatkan ganti kerugian secara layak dan 
patut. Kedua, keadilan susbtantif yang 
diterapkan melalui asas proporsionalitas 
harus melihat secara luas pertukaran hak dan 
kewajiban dari para pihak untuk menentukan 
jumlah kerugian yang dialami oleh salah satu 

pihak. Hal ini untuk menegaskan bahwa asas 
proporsionalitas tidak hanya melihat aspek 
formal-kuantitatif-matematis, tetapi juga 
melihat aspek kualitatif-susbtantif yang lebih 
presisi dan mendalam. Ketiga, keadilan 
susbtantif yang diterapkan melalui asas 
proporsionalitas harus menjadi sarana dan 
upaya untuk menggali aspek kontekstual 
dalam suatu perbuatan hukum termasuk juga 
melihat keseimbangan kedudukan hukum 
yang seimbang bagi para pihak, khususnya 
dalam mengajukan gugatan wanprestasi. 

 

B. Saran 
Pembahasan terkait penelitian ini masih 

sangat terbatas dan membutuhkan banyak 
masukan, saran untuk penulis selanjutnya 
adalah mengkaji lebih dalam dan secara 
komprehensif tentang Implikasi Asas 
Proporsionalitas dalam Wanprestasi: Suatu 
Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif. 
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